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RESUME HASIL 

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

No Dokumen : FVLK-16 

Revisi : L 

Tanggal Terbit : 01 April 2017 

Halaman :  

 
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN S-LK  

NOMOR  : 278.SLK.010-IDN PADA PT BAKTI DWIPA KARIZA 

 

1. IDENTITAS LVLK 

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN 

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com 

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 

Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

g. Tim Auditor : 1. Ir Harijadi (Lead Auditor); 

2. Bayu Satria Pramana (Auditor); dan 

3. M. Ngizudin, S.Hut (Auditor). 

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia 

 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Bakti Dwipa Karia 

b. Alamat Kantor : Jl. Alianyang Gg. Kencana II No. 10 Kel. Sei Bangkong, 
Pontianak 

c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam 
d. Nomor S-LK : 278.SLK.010-IDN 
e. Lingkup Sertifikasi : IUPHHK Dalam Hutan Alam seluas ± 11.010 Hektar berlokasi di 

Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat 
f. Email : serojasun@ymail.com 

g. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Ir. Sutjipto Tanady 
- Direktur Utama  : Ricky Helfandi 
- Direktur : Tony Budiman 

h. Management Representatif : Agus Candra Pramudiana, S.Hut 
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1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Perjalanan ke lokasi 

audit di Kab. Kapuas 

Hulu Prov. 

Kalimantan Barat 

 

22 Februari 2018 

 
 
- 

Pertemuan 

Pembukaan 

23 Februari 2018 
Basecamp Silat Hulu 

PT. Bakti Dwipa 
Kariza 

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan 
pelaksanaan audit lapangan, meliputi :  
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.  
b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : 

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit 
dan  standar acuan yang digunakan. 

c. Menyampaikan kesanggupan 
menandatangani pernyataan menjaga 
kerahasiaan data / dokumen auditee. 

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat 
penunjukkan Manajemen Representatif. 

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan 
Berita Acara dan Daftar Hadir. 

Verifikasi Dokumen 

dan Observasi 

Lapangan 

23 - 24 Februari 2018 
Basecamp Silat Hulu 

& Areal Kerja 
IUPHHK-HA PT. Bakti 

Dwipa Kariza 

Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan 
dokumen, wawancara dan pemeriksaan 
lapangan/uji petik terhadap data, dokumen 
serta menganalisa kesesuaiannya. 

Pertemuan 

Penutupan 

25 Februari 2018 
Basecamp Silat Hulu 

PT. Bakti Dwipa 
Kariza 

Penyampaian dan permintaan konfirmasi 
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) 
yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan 
ketidaksesuaian.  
 
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan 
LKS. 
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan 
Berita Acara dan Daftar Hadir. 

Pengambilan 

Keputusan Penilikan 

Ke-1   

Samarinda, 
10 Maret 2018 

a. PT Bakti Dwipa Kariza dinyatakan 
MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK 
sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. 
P.14/PHPL/SET/4/2016. 

b. Status Sertifikat PT Bakti Dwipa Kariza 
DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa 
berlaku dan lingkup sertifikasinya 
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2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 

A. PRINSIP 1 

1. Indikator 1.1.1. :  Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan 

yang dikelola IUPHHK. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1 1.1.1.a. Dokumen legal 

terkait perizinan usaha (SK 

IUPHHK) 

M Pada periode Penilikan ke-1 (Januari s/d Desember 2017) 

diketahui bahwa tidak ada perubahan atas keberadaan SK. 

IUPHHK-HA PT Bakti Dwipa Kariza yang  meliputi 

kelengkapan dan keabsahan dokumen izin usaha sebagai 

berikut : 

1. Terdapat Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan 

Nomor SK. No. 423/Menhut-II/2006, tanggal 15 Agustus 

2006 Jo Nomor SK.50/Menhut-II/2012 tanggal 2 Februari 

2012 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Pada 

Hutan Produksi Kepada PT. Bakti Dwipa Kariza Dengan 

Luas ± 11.010 (Sebelas Ribu Sepuluh) hektar di Provinsi 

Kalimantan Barat; 

2. Terdapat Peta lampiran SK IUPHHK-HA An. CV. Bakti 

Dwipa Kariza Skala 1 : 100.000; 

3. Terdapat Peta Penafsiran Citra Satelit An. PT Bakti Dwipa 

Kariza liputan 3 Agustus 2016 yang mengacu Peta 

Kawasan Hutan dan Perairan Prov. Kalimantan Barat  

(lampiran SK Menhut Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 

tanggal 02 September 2014); Dimana kondisi penutupan 

lahan berdasarkan fungsi hutan dari areal IUPHHK-HA PT 

Bakti Dwipa Kariza sebagai berikut : 

Penutupan 

Lahan 

Fungsi Hutan (Ha) Jumlah 

HPT HP 

HLKS 4.675 3 4.678 

BT 2.209 0 2.209 

BMS 3.315 0 3.315 
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NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

TT 321 0 321 

TA 487 0 487 

Jumlah 11.007 3 11.010 

Keterangan : 

- HLKS : Hutan Lahan Kering Sekunder 

- BT : Belukar Tua; 

- BMS : Belukar Mudan dan Semak; 

- TT : Tanah Terbuka; 

- TA : Tertutup Awan. 

Sesuai verifikasi dokumen izin usaha (TDP dan SIUP) 

terdapat perubahan alamat auditee yaitu dari Jln. Alianyang 

Gg. Kencana II, No. 10 RT/RW 004/003, Kelurahan Sei 

Bangkong Pontianak – Provinsi Kalimantan Barat ke Jln. HM. 

Suwignyo Gg. Wajo No.22, Kel.Sungaijawi, Kec. 

Pontianak Kota – Pontianak, Provinsi Kalimantan 

Barat. 

2 1.1.1.b. Bukti pemenuhan 

kewajiban Iuran Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu. (IIUPHHK).   

M Pada periode Penilikan ke-1 diketahui bahwa SPP IIUPHHK 

yang ditagihkan kepada PT. Bakti Dwipa Kariza sesuai 

dengan bukti setor IIUPPHHK yang dibayarkan atau tidak 

ada perubahan. 

Sesuai dengan keberadaan dokumen bukti setor IIHPHHK 

atas nama PT Bakti Dwipa Kariza maka diketahui bahwa 

auditee telah melakukan pembayaran IIUPHH tersebut 

sebanyak 2 (dua) kali yaitu :  

1. Terdapat dokumen bukti setor IIUPH PT Bakti Dwipa 

Kariza melalui Bank Mandiri Cabang Pontianak 

Tanjungpura tanggal 29 April 2005 dari PT Bakti Dwipa 

Kariza ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH no 

rekening 102-0004203870 Bank Mandiri Jakarta. 

Berdasarkan dokumen tersebut telah disetorkan dana 

sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta 

rupiah); 

1. Terdapat bukti setor SPP IIUPH tambahan sebesar Rp 

500.000,- yang dibayarkan melalui Bank Mandiri Jakarta 

Gedung Pusat Kehutanan tanggal 14 September 2006 
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NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

(sesuai dengan Surat Direktur Bina Iuran Kehutanan 

Bambang Edy Purwanto NIP 00037296 Nomor 

S.762/IV/BIKPHH-1/06 tanggal 13 September 2006 

perihal IIUPHHK An. CV. Bakti Dwipa Kariza di Provinsi 

Kalimantan Barat, yang isinya menyatakan bahwa 

terdapat kekurangan penagihan pada SPP Nomor  

S.221/VI-BIKPHH/2005 tanggal 28 April 2005 yaitu 

seluas ± 11.000 Ha, sedangkan luas IUPHHK-HA CV 

Bakti Dwipa Kariza sesuai SK IUPHHK seluas ± 11.010 

Ha) 

3 1.1.1.c. Penggunaan 

kawasan yang sah di luar 
kegiatan IUPHHK (jika ada). 

N/A Selama 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat data dan 

informasi penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan 

sesuai izin usaha di bidang kehutanan (IUPHHK-HA), seperti 

penjelasan dari MR (Manajement Representatif). 

 

B. PRINSIP 2 

2. Indikator 2.1.1. :  RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) 

disahkan oleh yang berwenang. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4 2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, 

RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta 

lampirannya yang telah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang, meliputi :   

- Dokumen RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang disusun berdasar-

kan IHMB/risalah hutan  dan 

dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber 

Cruising dan/atau Canhut. 

- Dokumen RKT/RTT yang disusun 

berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan 

oleh pejabat yang berwenang atau  

 

- Peta rencana penataan areal kerja 

M Pada penilikan ke-1 tidak ada perubahan atas 

keberadaan dokumen RKUPHHK-HA Periode 

2012-2021 atas nama PT Bakti Dwipa Kariza yaitu 

sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK..70/VI-

BUHA/2012 Tanggal 16 Agustus  2012 yang 

masih berlaku; 

Sedang pada dokumen RKTUPHHK-HA atas nama 

PT Bakti Dwipa Kariza yang tersedia dan 

diverifikasi sebagai berikut : 

1. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2017 yang 

telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 40/Kpts-

II/PKH/2017 tanggal 28 Februari 2017 

(berlaku s/d 31 Desember 2017) dan 

lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017 
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NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. Skala 1 : 50.000.  

Dimana lokasi blok RKTUPHKK-HA Tahun 

2017 berubah di blok RKTUPHHK-HA Tahun 

2019 sesuai dengan Surat Direktur UHP 

Dirjen PHPL Nomor : 

S.1274/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2016 tanggal 

27 Desember 2016 tentang Perubahan Blok 

RKTUPHHK-HA Tahun 2017-2021 pada 

RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 

2012-2021 An. PT Bakti Dwipa Kariza di Prov 

Kalimantan Barat; 

2. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang 

disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 26/Kpts-

II/PKH/2018 tanggal 26 Januari 2018 (berlaku 

s/d 31 Desember 2018) dan lampiran Peta 

RKTUPHHK-HA Tahun 2017 Skala 1 : 50.000. 

Dimana lokasi blok RKTUPHHK-HA Tahun 

2018 sama dengan blok RKTUPHHK-HA yang 

diatur pada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB 

Periode Tahun 2012-2021 An. PT Bakti Dwipa 

Kariza di Prov Kalimantan Barat 

Terdapat penggantian Ganis PHPL Canhut pada 

penilikan ke-1 yaitu dari Sdr. Agus Candra 

Pramudiana, S.Hut (Nomor Register : 00009-

10/CANHUT/XVII/2010) diganti Sdr. Romdoni  

(Nomor Register : 00712-08/CANHUT/XVII/2017 

sesuai SK. BPHP Wilayah VIII Nomor : 

SK.23/BPHP-VIII/2017 tertanggal 16 Februari 

2017 s/d 31 Februari 2019). 

5 2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh 

ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT 
dan bukti  implementasinya di lapangan. 

M Berdasarkan verifikasi dokumen Peta RKTUPHHK-

HA Tahun 2017 dan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 

2018 An. PT. Bakti Dwipa Kariza Skala 1 : 50.000 

maka diketahui  pada blok tebangan terdapat 

lokasi atau kawasan lindung yang tidak boleh 

ditebang yaitu : 

Areal yang tidak boleh ditebang pada RKTUPHHK-
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NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

HA Tahun 2017 terdiri dari : 

 Sempadan sungai Jitan dengan koordinat  N 

00° 15’ 48,14” dan E 112° 07’ 21,21”; 

 Kebun Benih dengan koordinat N 00° 15’ 

14,6” dan E 112° 08’ 15,3” 

6 2.1.1.c. Penandaan lokasi blok 

tebangan/ blok RKT/petak RTT yang 
jelas di peta dan terbukti di lapangan. 

M Berdasarkan verifikasi dokumen peta RKTUPHHK-

HA Tahun 2017 dan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 

2018 An. PT. Bakti Dwipa Kariza Skala 1 : 50.000  

maka diketahui bahwa pada blok /petak tebangan 

yang disahkan terdapat cap Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Barat  

Berdasarkan observasi lapangan maka diketahui 

bahwa posisi blok/petak RKTUPHHK-HA 

dilapangan sesuai dengan Peta RKTUPHHK-HA 

yang disahkan, dan koordinat batas blok/petak 

tebangan dari masing RKTUPHHK-HA (tahun 2017 

dan 2018) yang tercatat di GPS sebagai berikut : 

 Terdapat plang RKT Tahun 2017 yang berada 

pada koordinat  N 00° 15’ 44,07” dan E 112° 

07’ 38,73”.  Batas blok RKT Tahun 2017 

ditandai dengan cat warna kuning polet 2 

(dua) dan berada pada koordinat  N 00° 15’ 

44,41” dan E 112° 07’ 24,37”.  

 Batas antar petak pada RKTUPHHK-HA 2017 

ditandai dengan patok kayu ukuran 10x10 cm 

yang dicat warna putih dan bertuliskan “F5 ǀ 

F6” serta ditandai dengan cat warna merah 

polet 1 (satu) dan berada pada koordinat  N 

00° 15’ 44,02” dan E 112° 07’ 27,12”. 
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3. Indikator 2.2.1. :  Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

7 2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan 

lampiran-lampirannya 

 

M Pada periode penilikan ke-1 (Januari s/d 

Desember 2017) diketahui keberadaan dokumen 

RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 

– 2021 atas nama PT. Bakti Dwipa Kariza yang 

telah disahkan sesuai SK Menteri Kehutanan 

Nomor : SK.70/VI-BUHA/2012 Tanggal 16 

Agustus 2016 serta lampiran Peta RKUPHHK-HA 

tidak ada perubahan atau Revisi. 

Penyusunan dokumen RKUPHHK-HA atas nama 

PT Bakti Dwipa Kariza Periode 2012-2021 

berdasarkan surat Pertimbangan Teknis IHMB 

dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Barat. 

8 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume 

pemanfaatan kayu hutan alam pada 
areal penyiapan lahan yang diizinkan 
untuk pembangunan hutan tanaman 

industri. 

 

N/A Izin usaha yang dimiliki oleh PT. Bakti Dwipa 

Kariza adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)  

yang menerapkan sistem silvikultur TPTI (Tebang 

Pilih Tanam Indonesia) dan tidak melakukan 

penebangan atau pemanenan  untuk penyiapan 

lahan HTI (Hutan Tanaman Industri). 

 

C. PRINSIP 3 

4. Indikator 3.1.1. :  Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan 

telah di–LHP-kan. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

9 3.1.1. Dokumen LHP yang telah 
disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

M Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP, 

terdapat 3 (tiga) Ganis PHPL PKB yang diiangkat 

sebagai Petugah PUHH sebagai berikut :  

1. Ganis PKB atas nama Muslikan dengan nomor 

register  00700-08/PKB-R/XVIII/2017 

berdasarkan penetapan Dirjen PHPL cq. 

Kepala BPHP Wilayah VIII Pontianak nomor 
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NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

SK. 64/BPHP-VIII/2017 tanggal 03 April 2017 

tentang Mutasi Tenaga teknis PHPL atas 

nama Muslikan. Ketetapan ini berlaku sampai 

dengan tanggal 16 Februari 2020.  

Selanjutnya yang bersangkutan ditetapkan 

sebagai Petugas Penerbit SKSHHK untuk 

wilayah TPK Antara III Sungai Rambai 

berdasarkan ketetapan Direktur nomor 

SK.11/BDK-DIR/IV/2017 tanggal 4 April  

2017. Berdasarkan SK.09/BDK-DIR/IV/2017 

tgl 4 April 2017 sebagai Penerbit SKSHHK TPK 

Antara II Desa Baru; 

2. Ganis PKB atas nama Diyon, M. dengan 

nomor register No. 00198-10/PKB-

R/XVII/2012 yang telah ditetapkan 

berdasarkan penetapan Dirjen PHPL cq. 

Kepala BPHP Wilayah VIII Pontianak nomor 

SK. 64/BPHP-VIII/2016 tanggal30 Juni 2016. 

Ketetapan ini berlaku sampai dengan tanggal 

 30 Juni 2019.  Selanjutnya yang 

bersangkutan ditetapkan sebagai Petugas 

Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) TPK 

Antara II Logpond Desa Baru berdasarkan 

ketetapan Direktur nomor SK.07/BDK-

DIR/I/2017 tanggal 3 Januari 2017; 

3. Ganis PKB-R atas nama Agus Sukisno dengan 

nomor register No. 00674-8/PKB-R/XVII/2016 

yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan 

Dirjen PHPL cq. Kepala BPHP Wilayah VIII 

Pontianak nomor SK. 147/BPHP-VIII/2016 

tanggal 19 Desember 2016 yang berlaku 

sampai dengan tanggal 19 desember 2019. 

Selanjutnya yang bersangkutan ditetapkan 

sebagai Petugas Penerbit SKSHHK untuk 

wilayah TPK Antara I Pala Kota berdasarkan 

ketetapan Direktur nomor SK.06/BDK-

DIR/I/2017 tanggal 3 Januari 2017. 
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NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Dokumen LHP keseluruhan dibuat oleh petugas 

yang telah ditunjuk berdasarkan SK.02/BDK-
DIR/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 yaitu 
atas nama Agus Sukisno dengan nomor register 
No. 00674-8/PKB-R/XVII/2016. Terdapat 
dokumen Buku Ukur yang dipergunakan dalam 
pencatatan hasil pengukuran kayu dilapangan 
sebagai dasar input data ke dalam SIPUHH On 
Line. 

Selama periode audit penilikan ke-1 dapat 
diverifikasi bahwa PT Bakti Dwipa Kariza telah 
menerbitkan sebanyak 8 set LHP dengan total 
LHP sebanyak 3141 batang dengan volume 
15.492,27 M3, dengan rincian seperti tabel berikut  

Bahwa berdasarkan verifikasi lapangan dapat 
dipastikan bahwa PT. Bakti Dwipa Kariza telah 
melaksanakan kegiatan penatausahaan kayu 
secara SIPUHH Online dan terdapat sarana dan 
prasarana untuk penatausahaan kayu tersebut.  
Adapun petugas yang telah ditunjuk adalah atas 
nama Muslikan berdasarkan SK penunjukan 
Direktur PT Bakti Dwipa Kariza nomor. SK. 
02/BDK-PTK/I/2017 tanggal 3 Januari 2017. 

Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Mutasi Kayu 
Bulat (LMKB) terdapat stok kayu hasil produksi 
tebangan RKT 2016 sebanyak 1.184 batang atau 
4.345,88 M3, namun pada saat observasi 
lapangan stok kayu tersebut sudah dilakukan 
pengangkutan kayu ke industri beserta kayu hasil 
produksi RKT 2017 keseluruhannya.  Terdapat 

No. Nomor LHP Btg. Volume 

1 01/LHP/PWH-KBK/BDK/2017 68    45.55  

2 01/LHP/BLOK-KB/BDK/2017 970  4,971.23  

3 02/LHP/BLOK-KB/BDK/2017 848  4,440.04  

4 01/LHP/BLOK-KBS/BDK/2917 90  143.24  

5 02/LHP/CO/BLOK-KB/BDK/2017 166  1,026.23  

6 03/LHP/BLOK-KB/BDK/2017 311  1,715.18  

7 01/LHP/BLOK/KBK/RKT/BDK/2017 68  45.55  

8 01/LHP/CO/BLOK-KB/BDK/2017 620  3,105.25  

 Jumlah 3,141 15,492.27 
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laporan Berita Acara Penggunaan Kayu Sendiri 
sebanyak 596 btg atau 643,67 M3 yang terbagi 
dalam 2 kali pemakaian (2 BAP). 

Tidak dapat dilakukan uji petik tehadap batang 
kayu pada PT Bakti Dwipa Kariza karena tidak 
terdapat stok kayu dilapangan. 

Berdasarkan infomasi petugas TUK PT Bakti 
Dwipa Kariza, penandaan atau pemasangan label 
kayu dilakukan pada batang kayu setelah 
dilakukan pengukuran di TPK Hutan dengan 
menggunakan plastic ekolin warna merah yang 
berisi informasi nomor batang, jenis, panjang  
beserta diameter rata rata kayu log tersebut. 

 

5. Indikator 3.1.2. :  Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat 

keterangan sahnya hasil hutan. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

10 3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil 

hutan dan lampirannya dari :   

- TPK hutan ke TPK Antara,  
- TPK hutan ke industri primer dan/atau 

penampung kayu terdaftar,    
- TPK Antara ke industri  primer hasil 

hutan dan/atau penampung kayu 

terdaftar 

M Bahwa PT Bakti Dwipa Kariza telah memiliki SK 
penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara, 
berdasarkan verifikasi dokumen yaitu :  

Terdapat SK TPn dalam dokumen RKTUPHHK-HA 
tahun 2017 yang telah disahkan oleh Ka. Dishut 
Prov. Kalbar Nomor 40/Kpts-II/PKH/2017  tanggal 
20 Februari 2017. 

Terdapat SK Direksi PT. Bakti Dwipa Kariza Nomor 
SK.01/BDK-DIR/XI/2016 tanggal 25 November 
2016 yang menetapkan lokasi TPK Antara  
sebagai berikut : 

- TPK Antara I di Pala Kota Kec. Seberuang Kab. 
Kapuas Hulu pada koordinat N 000 21’ 54,83”  E 
1110 56’ 51,94”  

- TPK Antara II (Logpond Antara) di Desa Baru 
Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu pada koordinat N 
000 23’ 41,68”  E 1110 50’ 21,91” 

Terdapat SK Direksi PT. Bakti Dwipa Kariza Nomor 
SK. 11/BDK-DIR/3/2017 tanggal 20 Maret 2017 
yang menetapkan lokasi TPK Antara   Rambai 
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Dusun Rambai Desa Mekar Jaya Kab. Sintang 
pada koordinat N 000 06’ 58,72”  E 1110 26’ 
01,45”. 

Terdapat Kumpulan dokumen SKSHHK PT Bakti 
Dwipa Kariza yang telah diterbitkan untuk 
mengangkut atau memindahkan kayu dari TPK 
Hutan ke TPK Antara I Pala Kota, dari TPK Antara 
I Pala Kota ke TPK Antara II Logpond dan dari 
TPK Antara II Logpond ke TPK Antara III Rambai, 
Sintang serta dari TPK Antara Rambai ke Industri. 

Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh Ganis yang 
kompeten dan telah ditunjuk secara legal oleh 
Direksi PT Bakti Dwipa Kariza. 

Adapun rician penerbitan dokumen SKSHHK 
adalah sebagai berikut : 

a. Dari TPK Hutan ke TPK Antara I Pala Kota 
sebanyak 432 set untuk 3.661 Btg atau 
volume 19.148,93 M3. 

b. Dari TPK Antara I Pala Kota ke TPK Antara II 
Logpond sebanyak 335 set untuk 3.661 Btg 
atau volume 19.148,93 M3. 

c. Dari TPK Antara II Logpond ke TPK Antara III 
Rambai Sintang sebanyak 10 set untuk 3.661 
Btg atau volume 19.148,93 M3. 

d. Dari TPK Antara III Rambai, Sintang ke 
Industri di pulau Jawa sebanyak 5 set untuk 
3.661 Btg atau volume 19.148,93 M3. 

Tidak dapat dilakukan uji petik tehadap batang 
kayu pada PT Bakti Dwipa Kariza karena tidak 
terdapat stok kayu dilapangan. 

 

6. Indikator 3.1.3. :  Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang  IUPHHK-HA. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

11 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode 

pada kayu bulat dari pemegang  
IUPHHK-HA bisa dilacak balak. 

M Hasil verifikasi lapangan dapat diketahui PT Bakti 
Dwipa Kariza telah menerapkan penatausahaan 
hasil hutan melalui SIPUHH online dengan 
menggunakan perangkat jaringan internet 
satellite (V-sat) yang berada di Logpond Desa 
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Baru. Terdapat penggunaan label barcode 
SIPUHH Online yang dapat dibaca dengan 
“barcode scanner”. Hasil verifikasi dan informasi 
petugas operator SIPUHH online, dalam barcode 
yang disematkan berisi data dan informasi antara 
lain perusahaan, blok RKT, jenis kayu, dimensi 
kayu, ID Barcode, no. pohon serta volume 
batang. 

Selain label barcode, terdapat pula penggunaan 
label plastic ecolin yang terdapat di bontos berisi 
informasi identitas kayu berupa no.batang, no. 
petak dan Jenis Kayu. Tanda-tanda PUHH pada 
kayu bulat telah sesuai dengan dokumen. 
Dilakukan uji petik lacak balak kayu, diketahui 
bahwa Kayu Hasil Produksi PT Bakti Dwipa Kariza 
dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen 
LHP, sampai pada Tunggul di lapangan, 

Penelusuran asal usul kayu (lacak balak) dapat 
dilakukan sampai ke tunggul dilapangan seperti 
hasil uji petik berikut : 

1. Nomor batang 5106 terdapat dalam dokumen 
SKSHHK No. KB.2190708 bulan Agustus yang 
memuat kayu dari TPK I Pala Kota ke TPK II 

Logpond berasal dari dokumen SKSHHK No. 
KB.2177723 bulan agustus yang mengantar 
kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara I Pala 

Kota mempunyai ID Barcode 
1605C32BDKZ0000000000009145 terdapat 

dalam dokumen LHP bulan Juli yang 
berdasarkan hasil uji petik berasal dari petak 
F.6. 

2. Nomor batang 5114 terdapat dalam dokumen 
SKSHHK No. KB.2022009 bulan Juni yang 
memuat kayu dari TPK I Pala Kota ke TPK II 

Logpond berasal dari dokumen SKSHHK No. 
KB.2068776 bulan Juni yang mengantar kayu 
dari TPK Hutan ke TPK Antara I Pala Kota dan 

mempunyai ID Barcode 
1605C32BDKZ0000000000009152 terdapat 
dalam dokumen LHP bulan Juli yang 

berdasarkan hasil uji petik berasal dari petak 
F.6. 
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Dengan demikian lacak balak hanya dapat 
dilakukan pada dokumen angkutan SKSHHK 
sampai dengan tunggul di dalam petak tebangan. 

12 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan 

secara konsisten oleh pemegang izin 
M Bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan yang 

diterapkan di PT Bakti Dwipa Kariza telah 
menggunakan SIPUHH Online yang dapat 
dioperasikan dengan lancar di Logpond PT Bakti 
Dwipa Kariza. Operator SIPUHH Online adalah 
personil yang kompeten dan ditunjuk oleh 
Managemen. 

Penandaan secara konsisten dapat diverifikasi 
berupa adanya pemasangan label barcode 
SIPUHH Online yang dipasang menempel pada 
bontos log yang dapat dibaca dengan 
menggunakan alat barcode scanner.  Penggunaan 
label lainnya berupa plastik ecolin yang terdapat 
di bontos dan berisi informasi identitas kayu yang 
antara lain memuat nomor batang, nomor petak, 
dan Jenis Kayu.  

Dapat diverifikasi bahwa PT Bakti Dwipa Kariza 
telah menerapkan penandaan berupa pemberian 
label warna merah yang memuat identitas pohon 
diantaranya nomor pohon, jenis pohon, diameter, 
tahun RKT, dan nomor petak pada Tunggul 
Pohon. Dengan demikian, diketahui bahwa 
penandaan kayu pada penatausahaan hasil hutan 
kayu PT Bakti Dwipa Kariza telah diterapkan 
secara konsisten dan menunjukkan adanya sistem 
yang memungkinkan penelusuan kayu/ lacak 
balak. 

Selain hal tersebut, untuk menjaga konsitensi 
penatausahaan kayu pada PT Bakti Dwipa Kariza 
telah diterbitkan dokumen panduan SOP 
Pengukuran dan Penandaan Kayu yang telah 
diterbitkan pada tahun 2016 yang dibuat oleh 
Kabag Produksi; Sugito. 
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7. Indikator 3.1.4. :  Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar 

TPK. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

13 3.1.4. Arsip SKSKB  dan dilampiri Daftar 
Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, 
dan arsip FAKB dan lampirannya untuk 

hutan tanaman 

M Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada 
PT Bakti Dwipa Kariza dapat diketahui bahwa unit 
manajemen telah berupaya untuk mencatat dan 
merekam angkutan kayu ke luar TPK dengan 
membuat dokumen SKSHHK secara lengkap. 

Terdapat Kumpulan dokumen SKSHHK PT Bakti 
Dwipa Kariza yang telah diterbitkan untuk 
mengangkut atau memindahkan kayu dari TPK 
Hutan ke TPK Antara I Pala Kota, dari TPK Antara 
I Pala Kota ke TPK Antara II Logpond dan dari 
TPK Antara II Logpond ke TPK Antara III Rambai, 
Sintang serta dari TPK Antara Rambai ke Industri. 

Dokumen SKSHHK dapat diverifikasi telah 
diterbitkan oleh Ganis yang kompeten dan telah 
ditunjuk secara legal oleh Direksi PT Bakti Dwipa 
Kariza dan terdapat stempel berita telah 
digunakan. Dokumen SKSHHK dicetak secara 
system pada SIPUHH Online. 

Adapun rician penerbitan dokumen SKSHHK 
adalah sebagai berikut : 

e. Dari TPK Hutan ke TPK Antara I Pala Kota 
sebanyak 432 set untuk 3.661 Btg atau 
volume 19.148,93 M3. 

f. Dari TPK Antara I Pala Kota ke TPK Antara II 
Logpond sebanyak 335 set untuk 3.661 Btg 
atau volume 19.148,93 M3. 

g. Dari TPK Antara II Logpond ke TPK Antara III 
Rambai Sintang sebanyak 10 set untuk 3.661 
Btg atau volume 19.148,93 M3. 

h. Dari TPK Antara III Rambai, Sintang ke 
Industri di pulau Jawa sebanyak 5 set untuk 
3.661 Btg atau volume 19.148,93 M3. 

Tidak dapat dilakukan uji petik tehadap batang 
kayu pada PT Bakti Dwipa Kariza karena tidak 
terdapat stok kayu dilapangan. 
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8. Indikator 3.2.1. :  Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau 

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

14 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah 
Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah 
diterbitkan 

M Bahwa PT Bakti Dwipa Kariza telah mencetak 
lembar tagihan SPP DR dan/atau PSDH atau 
Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
DR dan/atau PSDH dari SIPUHH Online 
berdasarkan data produksi (LHP) yang telah 
dimasukkan sebelumnya. 

Dokumen SPP DR dan atau PSDH atas nama PT 
Bakti Dwipa Kariza telah diterbitkan sesuai 
dengan LHP yang telah diinput dan disahkan baik 
dari kelompok jenis, volume dan tarif. Jumlah 
produksi kayu selama periode audit dari bulan 
Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 
2017 tercatat sebanyak 3.141 Btg atau 15.492,27 
m3. 

Rekapitulasi Jumlah dan besarnya SPP DR 
dan/atau PSDH PT Bakti Dwipa Kariza sesuai 
dengan LHP yang diterbitkan selengkapnya adalah 
sebagai berikut : 

a. SPP tagihan pembayaran DR sebanyak 8 kode 
billing dengan total tagihan 253,315.99 US$ 

b. SPP tagihan pembayaran PSDH sebanyak 8 
kode billing dengan total tagihan sebanyak 
Rp. 1.161.567.650,00 

c. SPP tagihan denda keterlambatan 
pembayaran PSDH dari 1 kode billing denngan 
total tagihan Rp. 6.748.861,00. 

15 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH. M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terhadap 
setoran SPP DR dan atau PSDH dapat 
disampaikan bahwa PT Bakti Dwipa Kariza telah 
melakukan pembayaran terhadap seluruh 
dokumen SPP yang sudah diterbitkan. 

Hasil verifikasi dokumen terdapat bukti setor SPP 
DR dan atau PSDH atas nama PT Bakti Dwipa 
Kariza dan didapati dokumen bukti setor pada 
Bank Mandiri untuk penyetoran DR dan/atau 
PSDH sesuai tagihan SPP.  Pembayaran telah 
dilakukan via transfer sesuai dengan kode billing 
SI PNBP yang diterbitkan. Rekapitulasi jumlah dan 
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besarnya pemenuhan pembayaran kewajiban DR 
dan/atau PSDH yang sudah dibayarkan PT Bakti 
Dwipa Kariza sesuai bukti setor yang tersedia 
adalah sebagai berikut : 

a. Bukti setor atas SPP tagihan pembayaran DR 
sebanyak 8 kode billing dengan total tagihan 
253,315.99 US$. Terdapat lembar berita 
pelunasan pembayaran dari SIPUHH Online. 

b. Bukti setor atas SPP tagihan pembayaran 
PSDH sebanyak 8 kode billing dengan total 
tagihan sebanyak Rp. 1.161.567.650,00.  
Terdapat lembar berita pelunasan 
pembayaran dari SIPUHH Online. 

c. Bukti setor atas SPP tagihan denda 
keterlambatan pembayaran PSDH dari 1 kode 
billing denngan total tagihan Rp. 
6.748.861,00.  Terdapat lembar berita 
pelunasan pembayaran dari SIPUHH Online. 

16 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH 

atas kayu hutan alam (termasuk hasil 
kegiatan penyiapan lahan untuk 
pembangunan hutan tanaman) dan 

kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan 
tanaman. 

 

M Berdasarkan hasil telaah diketahui bahwa 
pembayaran atas DR dan/atau PSDH yang 
dilakukan oleh PT Bakti Dwipa Kariza sudah sesuai 
dengan tagihan SPP yang diterbitkan.  

Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa 
besarnya tagihan tersebut telah sesuai dengan 
tarif yang berlaku didasarkan atas :   

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan tariff atas 
jenis penerimaan negara bukan pajak yang 
berlaku pada kementerian kehutanan.  

2. Peraturan Menperindag Nomor 12/M-
DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga 
patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH  

3. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-
DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas 
Permendag Nomor1 2/M-DAG/PER/3/2012 
tentang penetapan harga patokan hasil hutan 
untuk penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012   

4. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 
tentang Penetapan harga patokan hasil hutan 
untuk perhitungan provisi sumber daya hutan, 
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ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan. 

 

9. Indikator 3.3.1. :  Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan 

sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

17 3.3.1. Dokumen PKAPT M Bahwa berdasarkan data dokumen SKSHHK yang 
telah diterbitkan diketahui PT Bakti Dwipa Kariza 
melakukan pengiriman kayu log ke luar pulau 
Kalimantan, dalam hal ini ke IUIP PT. Cipta 
Wijaya Mandiri yang berlokasi di Kecamatan 
Mranggen Demak Jawa Tengah (Muara Kubu) 
sehingga sebagai kelengkapan legalitas diperlukan 
dokumen Pedagang Antar Pulau Terdaftar 
(PKAPT). 

Terdapat dokumen PKAPT atas nama PT Bakti 
Dwipa Kariza yang diterbitkan oleh Direktorat 
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor: 
11/SIPT/PKAPT/04/2017 tanggal 7 April 2017 
berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Koperasi 
Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak 
Nomor : 510.10/PKAPT/01/D-KUMP tanggal 16 
Maret 2017. 

Dokumen PKAPT atas nama PT Bakti Dwipa Kariza 
dengan Nomor 14.03.1.03442 berlaku sampai 
dengan tanggal 7 April 2022. 

 

10. Indikator 3.3.2. :  Pengangkutan kayu bulat  yang menggunakan kapal harus kapal yang 

berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

18 3.3.2. Dokumen yang menunjukkan 
identitas kapal. 

M Bahwa PT Bakti Dwipa Kariza melakukan 
pengiriman kayu log ke luar pulau Kalimantan, 
dalam hal ini ke IUIP PT. Cipta Wijaya Mandiri 
yang berlokasi di Kecamatan Mranggen Demak 
Jawa Tengah (Muara Kubu) sehingga dalam 
perjalanannya diperlukan kapal pengangkut 
(penarik tongkang). 
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Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diperolah 
data PT. Bakti Dwipa Kariza telah menggunakan 3 
(tiga) kapal penarik yaitu TB. Mitra Bahari, TB. 
Mitra Bahari 02 dan TB. HMB 05. Berdasarkan 
data yang dapat diverifikasi yang terdapat dalam 
dokumen Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal 
yang dikeluarkan olrh Kepala Kantor Syahbandar 
Pelabuhan Pontianak didapatkan ketiga kapal 
penarik tersebut seluruhnya berbendera 
Indonesia. 

 

11. Indikator 3.4.1. :  Implementasi Tanda V-Legal. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

19 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan 

sesuai ketentuan. 
M PT Bakti Dwipa Kariza telah mendapatkan 

sertifikat Legalitas Kayu (SLK) yang telah 
diterbitkam oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya 
dengan berdasarkan Nomor : 278.SLK.010-IDN 
tanggal 2 Februari 2017.  Sertifikat SLK atas nama 
PT Bakti Dwipa Kariza ini berlaku sampai dengan 
tanggal 1 Februari 2020. 

Selanjutnya menjadi kelengkapannya terdapat 
Surat Perjanjian Penggunaan Logo V-Legal antara 
PT Trustindo Prima Karya dan PT Bakti Dwipa 
Kariza.  Penggunaan logo V-Legal telah dilakukan 
oleh PT Bakti Dwipa Kariza antara lain dalam Data 
pada SIPUHH Online, dalam pencetakan Barcode 
serta dalam dokumen SKSHHK. 

 

D. PRINSIP 4 

12. Indikator 4.1.1. :  Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai 

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

20 4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/ 
RKL-RPL. 

M Seluruh areal konsesi PT Bakti Dwipa Kariza 

merupakan bekas areal (perusahaan lama) PT 

Harjohn Timber Limited sehingga hanya wajib 
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menyusun RKL dan RPL.  

Pada periode penilikan Ke-1 diketahui bahwa 

tidak terdapat perubahan dokumen Lingkungan 

pada PT Bakti Dwipa Kariza yang terdiri atas : 

1. Dokumen Ringkasan Eksekutif Studi Evaluasi 

Lingkungan (SEL) Hak Pengusahaan Hutan 

PT. Harjohn Timber Limited di Kabupaten 

Dati II Sintang, Ketapang dan Kapuas Hulu 

Propinsi Kalimantan Barat untuk areal seluas 

161.000 Ha. Dokumen tersebut telah disetujui 

Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan 

Nomor: 167/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 16 

Agustus 1995. Dokumen tersebut disusun 

oleh konsultan penyusun SEL kegiatan 

pengusahaan hutan PT. Pitaloka Permai yang 

beralamat di Gedung Manggala Wanabakti 

Blok IV Lt. 6 Km. 615 Jln.Jenderal Gatot 

Subroto, Jakarta Telp. 021-5701103 dengan 

Direktur Utama Ir. Sukadi. 

2. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan 

(RKL) CV. Bakti Dwipa Kariza untuk areal 

seluas 11.000 Ha yang terletak di kelompok 

hutan Sungai Silat Hulu Kabupaten Kapuas 

Hulu Propinsi Kalimantan Barat. Dokumen 

tersebut telah disetujui dan disyahkan oleh 

Kepala Dinas Pertambangan Energi dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu 

(Drs. Mukhlis / NIP. 100 005 526) pada 

Februari 2002. 

3. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan 

(RPL) CV. Bakti Dwipa Kariza untuk areal 

seluas 11.000 Ha yang terletak di kelompok 

hutan Sungai Silat Hulu Kabupaten Kapuas 

Hulu Propinsi Kalimantan Barat. Dokumen 

tersebut telah disetujui dan disyahkan oleh 

Kepala Dinas Pertambangan Energi dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu 
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(Drs. Mukhlis / NIP. 100 005 526) pada 

Februari 2002. 

 

13. Indikator 4.1.2. :  Pemegang izin memiliki  laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan 

penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan 

manfaat sosial. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

21 4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL. M Pada periode penilikan ke-1 dokumen RKL dan 

RPL yang dimiliki oleh PT Bakti Dwipa Kariza tidak 

mengalami perubahan yaitu dokumen tersebut 

telah disetujui dan disyahkan oleh Kepala Dinas 

Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kapuas Hulu (Drs. Mukhlis / NIP. 100 

005 526) pada Februari 2002. Dokumen RKL RPL 

tersebut dibuat mengacu kepada hasil evaluasi 

dampak penting dalam dokumen Studi Evaluasi 

Lingkungan. 

22 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan 
dan pemantauan dampak penting aspek 
fisikkimia, biologi dan sosial. 

M PT Bakti Dwipa Kariza memiliki Laporan 

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Semester I (Januari s/d Juni) tahun 

2017 dan laporan tersebut telah ditujukan kepada 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Barat sesuai dengan Surat Direktur PT BDK 

Nomor : 041/BDK-DIR/PTK/VI/2017 tanggal 1 Juli 

2017. Dalam surat tersebut terdapat stempel/ cap 

Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Barat dan paraf yang menunjukkan bahwa 

dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Semester I Tahun 2017 

telah diterima oleh Dinas tersebut. 

PT Bakti Dwipa Kariza memiliki Laporan 

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Semester II (Juli s/d Desember) 

tahun 2017 dan laporan tersebut telah ditujukan 

kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 
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Kalimantan Barat sesuai dengan Surat Direktur PT 

BDK Nomor : 05/BDK-DIR/PTK/I/2018 tanggal 2 

Januari 2018. Dalam surat tersebut terdapat 

stempel/ cap Dinas Kehutanan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Barat dan paraf yang 

menunjukkan bahwa dokumen Laporan 

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Semester II Tahun 2017 telah 

diterima oleh Dinas tersebut. 

Selanjutnya hasil pengecekkan di lapangan terkait 

pengelolaan lingkungan pada areal kerja IUPHHK-

HA PT Bakti Dwipa Kariza dijumpai : 

 Pemasangan plang nama Sempadan Sungai 

Jitan yang berada pada koordinat N 00° 15’ 

48,14” dan E 112° 07’ 21,21” dan terdapat 

penandaan batas di kiri kanan sungai dengan 

jarak 50 m menggunakan cat polet warna 

putih sepanjang 1 km. Penandaan batas telah 

dtuangkan dalam BAP Penandaan Batas 

Sempadan Sungai Jitan yang dilaksanakan 

pada hari kamis tanggal 4 Mei 2017 dan 

dibuat oleh Ipran Mujiono selaku Kabag. Bina 

Hutan serta diketahui oleh Agus Candra 

Pramudita selaku Manager Camp. 

 Pembangunan Persemaian yang berada di 

Basecamp Silat Hulu. 

 

E. PRINSIP 5 

14. Indikator 5.1.1. :  Prosedur dan Implementasi K3. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

23 5.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3. M PT Bakti Dwipa Kariza memiliki dokumen 

Standard Operating Prosedure (SOP) 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan 

Nomor : 01/Umum/SOP/BDK/16 yang dibuat oleh 
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Kabag Umum dan Sosial (Fransiskus Afat) dan 

diperiksa oleh Camp Manager (Agus Candra) 

serta disetujui oleh Direktur Utama (Ricky 

Helfrandi). 

Terdapat Surat Keputusan Manager Camp PT 

Bakti Dwipa Kariza Nomor : 05/SK-

BC/BDK/VI/2016 tanggal 06 April 2016 tentang 

penunjukkan personel yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan 

dengan K3 di lingkungan areal kerja PT Bakti 

Dwipa Kariza, dengan susunan pengurus : 

- Jaya Maulana : Koordinator Operasional K3 

- Nugroho Tandiono : Koordinator Administrasi 

K3 

24 5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3. M PT Bakti Dwipa Kariza memiliki dokumen daftar 

sarana dan prasarana Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) periode bulan Januari 

2018 yang dibuat oleh Pelaksana Operasional 

(Jaya Maulana) dan diketahui oleh Camp 

Manager (Agus Candra Pramudiana). Adapun 

sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT 

BDK terdiri atas 9 item seperti kotak P3K, Topi 

pengaman/helm, sarung tangan, safety boots, 

kacamata pengaman (las), masker, APAR, radio 

komunikasi dan spanduk/papan himbuan. 

Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai bukti 

keberadaan peralatan K3 tersebut berupa : 

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berfungsi 

baik dan tidak kadaluarsa yang berada di 

Basecamp Silat Hulu. 

- Kotak P3K dalam kondisi kosong tidak terisi 

obat-obatan. 

- Alat Pelingung Diri terdiri dari helm dan 

sepatu lapangan yang telah dibagikan 
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kepada karyawan. 

- Papan/ plang Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3). 

- Papan peringatan larangan membakar hutan 

dan lahan. 

25 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja M PT Bakti Dwipa Kariza memiliki laporan bulanan 

kecelakaan kerja periode bulan Februari 2017 s/d 

Januari 2018 yang dibuat oleh Jaya Maulana 

selaku Pelaksana Operasional dan diketahui oleh 

Agus Candra Pramudiana selaku Camp Manager. 

Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa 

tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). 

Laporan bulanan kecelakaan kerja telah 

disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat 

sesuai dengan surat penyampaian Laporan 

bulanan kecelakaan kerja oleh Camp Manager PT 

BDK atas nama Agus Candra Pramudiana. 

Apabila terdapat karyawan yang sakit berat dapat 

berobat langsung di puskesmas yang berada di 

Desa Pala Kota yang berjarak ± 25 km dari 

basecamp. 

PT Bakti Dwipa Kariza melakukan upaya 

pencegahan kecelakaan kerja melalui pemberian 

APD dan penggunaannya serta memberikan 

penjelasan kepada para pekerja sebelum bekerja 

untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan 

tindakan kerja. 

 

15. Indikator 5.2.1. :  Kebebasan berserikat bagi pekerja. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

26 5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan 
perusahaan (auditee) yang 

M Pada periode penilikan ke-1 PT Bakti Dwipa Kariza 

diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di 
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membolehkan untuk membentuk atau 
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

lingkungan karyawan PT BDK, namun perusahaan 

telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan 

berkumpul bagi karyawan, dalam hal ini dengan 

bukti adanya Surat Edaran Nomor : 07/BDK-

DIR/PTK/V/2016 yang berisi tentang “Pimpinan 

Perusahaan memberikan kebebasan kepada 

karyawan/ karyawati PT Bakti Dwipa Kariza  untuk 

membentuk serikat pekerja sebagaimana 

tercantum dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 pasal 

104”.  Surat Edaran tersebut ditandatangani oleh 

Direktur Utama PT Bakti Dwipa Kariza atas nama 

Ricky Helfrandi tanggal 24 Mei 2016. 

 

16. Indikator 5.2.2. :  Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) 

yang mengatur hak-hak pekerja. 

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

27 5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau 

PP. 
M PT Bakti Dwipa Kariza tidak memiliki dokumen 

Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan 

bahwa dilingkungan kerja PT Bakti Dwipa Kariza 

tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh 

karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT Bakti 

Dwipa Kariza telah memiliki dokumen Peraturan 

Perusahaan (PP). 

Dokumen Peraturan Perusahaan PT Bakti Dwipa 

Kariza Tahun 2018 terdiri atas 18 pasal dan di 

tandatangani oleh Direktur PT BDK atas nama 

Tony Budiman. Dokumen PP tersebut telah 

disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat untuk 

mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat 

Direktur PT BDK Nomor : 05/SP/BDK-PTK/II/2018 

tanggal 16 Februari 2018 dan terdapat stempel/ 

cap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan paraf 

yang menunjukkan bahwa dokumen PP tersebut 
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17. Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Keterangan :

M : Memenuhi
N/A : Not Applicable
TM : Tidak Memenuhi

Trustindo Cf,frfjdrltlon

Ir Kurnia.
Direktur
{

01 April2017

PT BaKi Dwipa Kariza memiliki dokumen daftar
karyawan periode bulan Januari 2018 yang dibuat

oleh Agus Candra Pramudiana selaku Camp

Manager PT BDK. Berdasarkan daftar karyawan

tersebut dapat diketahui bahwa karyawan PT BDK

seluruhnya berjumlah 67 (enam puluh tujuh)
orang dan tidak terdapat pekerja yang masih di

bawah umur.

Karyawan termuda abs nama Chandra Dinata
yang'pada saat audit berusia 21 tahun 9 bulan.

Chandra Dinata lahir di Bekuan pada tanggal 21

Mei 1996 dan masuk meniadi karyawan PT BDK

tanggal 01 April 2017 sebagai Mekani( sehingga
pada saat masuk yang bersangkutan telah

berumur 20 tahun 11 bulan.

5.2.3. Pekerja yang masih di bawah
UMUT.


